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ABSTRAK 

 

URGENSI DIVERSI BAGI PELAKU ANAK PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA DALAM UPAYA PEMBERIAN REHABILITASI 

OLEH HAKIM 

 

Oleh 

Muhammad Rizky Akbar 

 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menegaskan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial, Namun penerapan rehabilitasi terhadap pengguna 

penyalahguna narkotika sering terjadi permasalahan yang membuat kebijakan 

rehabilitasi sulit untuk diterapkan. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana 

urgensi diversi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian 

rehabilitasi oleh hakim dan Apakah faktor penghambat penerapan diversi bagi 

pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun 

Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengdilan Negeri Tanjung 

Karang Kelas IA dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan urgensi pelaksanaan diversi 

bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi 

oleh hakim bahwa penerapannya belum maksimal. Belum ada peraturan khusus 

bahwa diversi dapat diterapkan untuk pelaku dewasa karena hukum positif diversi 

hanya dapat diterapkan untuk pelaku anak sebagaimana diatur secara khusus 

penerapan diversi hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk menjadikan formulasi 

terbaik dalam keberhasilan urgensi dari penerapan diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika supaya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi 

medis dan sosial yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum 

yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ 

pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial, 



Muhammad Rizky Akbar 
dan tokoh masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat penerapan diversi bagi 

pelaku penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim 

yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar yaitu 

Faktor kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi 

yang belum mempedomani syarat-syarat diversi, pelimpahan berkas perkara di 

pengadilan tidak diberikan informasi yang utuh, dan pertimbangan penelitian 

kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.    

Saran dalam skripsi ini adalah Hakim wajib meningkatkan pendidikan dan selalu 

mengikuti seminar tentang perkembangan undang-undang yang baru serta 

perlunya pemahaman mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun 

masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat 

memahami penerapan diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dan 

Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di pengadilan 

meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan 

anak melalui proses diversi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang 

menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat 

pembalasan (retributif) dalam menyelesaiakan suatu tindak pidana melakukan 

musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 

Kata kunci: Urgensi, Diversi, Narkotika, Rehabilitasi 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak ladalah lbagian ldari lgenerasi lmuda lsebagai lsalah lsatu lsumber ldaya lmanusia 

lyang lmerupakan lpotensi lserta lpenerus lcita-cita lperjuangan lbangsa, lyang lmemiliki 

lperanan lstrategis lserta lmempunyai lciri ldan lsifat lkhusus, lmemerlukan lpembinaan 

ldan lperlindungan ldalam lrangka lmenjamin lpertumbuhan ldan lperkembangan lfisik, 

lmental, ldan lsosial lsecara lutuh, lserasi, lselaras, ljuga lseimbang. lUntuk lmelaksanakan 

lpembinaan ldan lmemberikan lperlindungan lterhadap lanak, ldiperlukan ldukungan, 

lbaik lyang lmenyangkut lkelembagaan lmaupun lperangkat lhukum lyang llebih lmantap 

ldan lmemadai. lOleh lkarena litu lketentuan lmengenai lpenyelengaraan lpengadilan 

lbagi lanak lperlu ldilakukan lsecara lkhusus.
1
 

Penegakan lhukum ldi lIndonesia lmenjadi lsorotan loleh lmasyarakat lmaupun lmedia 

lkarena lpenegakan lhukum ldianggap lsebagai lsenjata luntuk lmelawan lsegala ljenis 

lkejahatan lyang lsemakin lhari lsemakin lberkembang lyang lmana laparat lpenegak 

lhukum ldituntut lmenyelesaikan lpermasalahan lhukum lsehingga lapa lyang lmenjadi 

ltujuan lhukum lyaitu lkepastian lhukum, lkeadilan ldan lkemanfaatan ldapat ltercapai. 

lTermasuk ltindak lpidana lyang ldilakukan loleh lanak lmaupun lorang ldewasa. 

                                                           
1
 Mohammad Taufik Makarao. dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. hlm. 1 
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Di lIndonesia, lHukum lpidana litu lsendiri lmerupakan lbagian ldari lhukum lpublik 

ldimana lhukum lpidana lini lberperanan lpenting ldalam ltata lhukum ldan lbernegara. 

lDalam laturan lhukum lpidana lyang lterdapat ldalam lBuku lII ldan lIII lKUHP ldiatur 

lmengenai lkejahatan ldan lpelanggaran, lnamun lseiring lperkembangan lZaman 

lkejahatan lsemakin lberkembang lsehingga lada lbeberapa ldelik lkhusus lyang ldiatur 

ldiluar lKUHP lseperti lnarkotika. lNarkotika lmerupakan lsalah lsatu lmusuh lbagi 

lnegara lyang ltentunya lharus ldiberantas. lWalaupun ltidak lseterkenal lkasus-kasus 

lkorupsi lnamun lpermasalahan lnarkotika lini lsangatlah lpenting luntuk lkita lhilangkan 

ldari lnegara lkita. 

Narkotika ldidefinikan lsebagai lzat latau lobat lyang lberasal ldari ltanaman latau lbukan 

ltanaman, lbaik lsintetis lmaupun lsemisintetis, lyang ldapat lmenyebabkan lpenurunan 

latau lperubahan lkesadaran, lhilangnya lrasa, lmengurangi lsampai lmenghilangkan 

lrasa lyang ldapat lmenimbulkan lketergantungan, lyang ldibedakan lke ldalam 

lgolongan-golongan lsebagaimana lterlampir ldalam lUndang-Undang lNomor l35 

lTahun l2009 lbertujuan: 

a. Menjamin lketersediaan lnarkotika luntuk lkepentingan lpelayanan lkesehatan 

ldan/atau lpengembangan lilmu lpengetahuan ldan lteknologi, 

b. Mencegah, lmelindungi, ldan lmenyelamatkan lbangsa lIndonesia ldari 

lpenyalahgunaan lnarkotika, 

c. Memberantas lperedaran lgelap lnarkotika ldan lprekursor lnarkotika, ldan 

d. Menjamin lpengaturan lupaya lrehabilitasi lmedis ldan lsosial lbagi 

lpenyalahgunaan ldan lpecandu lnarkotika.
2
 

 

Perkembangan lnarkotika ldi lNegara lIndonesia lsudah lsampai lpada ltitik lyang lsangat 

lmengkhawatirkan. lSeperti lyang lkita lketahui lNarkotika ltidak lhanya lberedar ldi 

lkota-kota lyang lberdominan lmempunyai lpendapatan lyang lbesar ltetapi ljuga lsudah 

                                                           
2
 Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 89-90. 
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lberedar ldi lpedesaan ldan lpelakunya ltidak lhanya lorang ldewasa lnamun ljuga lsuda 

lmeluas lke lsemua lmasyarakat lmulai ldari lpelajar, lmahasiswa, lwiraswasta, lpejabat, 

lhingga lsampai lke lanak-anak lyang lterbilang lbelum lcukup lumur.
3

 lTindak lPidana 

lNarkotika ladalah lsuatu ltindakan lkejahatan lseseorang latau lbahkan lsekelompok 

lbesar lyang lmelakukan lpengedaran, lpemakai, lmaupun lbandar lnarkotika. lNarkotika 

ladalah lbahan lyang ltidak ldapat ldigunakan ldengan lsembarang ldikarenakan ldapat 

lmengakibatkan lsesuatu lyang lburuk. 

Undang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika lmengatur ltentang 

lproduksi, ldistribusi, lpenyaluran, lperdagangan, lkepemilikan, lpenerimaan, 

lpenyerahan, lekspor ldan limpor, lpenyimpanan, lmembawa, lpengobatan, lpelaporan, 

lpembukaan, lkemasan, lpelebelan, lpengiklanan, lpemusnahan ldan llain-lain. lDengan 

ladanya lUndang-Undang lyang lmengatur ltentang lNarkotika, lmaka lpenanganan 

ldalam lmenanggulangi lTindak lPidana lNarkotika lyang lsemakin lmenyebar lsangat 

lpenting ldalam lmelindungi lmasyarakat. lDalam lrangka lmembuat lkualitas ldan 

lefektivitas lnegara llebih ldianjurkan luntuk lmempertimbangkan lmasyarakat 

lmengenai lpenyalahgunaan lNarkotika lyang lsemakin lhari lsemakin lbertambah 

lkorban ldari lNarkotika litu lsendiri. 

Deputi lPemberantasan lBadan lNarkotika lNasional lRepublik lIndonesia l(BNN lRI) 

lIrjen lKenedy lmenyebut lbahwa langka lpengguna lnarkotika ldi lIndonesia lmeningkat 

lpesat. lIrjen lKenedy lmengatakan lpada lTahun l2019 lada lsekitar l1,8 lpersen ldari 

ljumlah lpenduduk lIndonesia lyang lmenjadi lpengguna lnarkotika. lKemudian lpada 

                                                           
3
 Defrito Bima Oktavio,”Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak,”Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Oktober 2019). 

hlm. 276. 
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lTahun 2022 mengalami kenaikan 0,15 persen, menjadi 1,95 persen.
4
 Sementara 

itu di Provinsi Lampung, Kepala BNN Lampung Brigjen Edi Swasono 

mengatakan hasil survei angka penyalahgunaan narkotika mencapai 0,90 persen 

dari populasi penduduk atau 31.811 orang, yang terpapar narkoba di Provinsi 

Lampung.
5
 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menegaskan pengguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial, hal ini mempertegas bahwa dalam hal ini korban 

penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan pemulihan terhadap dirinya baik 

dari segi medis terhadap kesehatannya dan pemulihan nama baik bagi para 

pengguna untuk kembali ke masyarakat, terlebih setelah menjalani proses 

rehabilitasi dalam panti rehabilitasi. 

Namun penerapan rehabilitasi terhadap pengguna penyalahguna narkotika sering 

terjadi permasalahan yang membuat kebijakan rehabilitasi sulit untuk diterapkan. 

Selama ini banyak pengguna narkotika dikenakan sanksi pidana daripada 

dikenakan sanksi tindakan. Tercatat dalam laporan Badan Narkotika Nasional 

(BNN), ada 43.320 pasien rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sepanjang 

Tahun 2021.
6
 Dari jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan rehabilitasi 

pada saat ini belum maksimal penerapannya. Adapun yang menjadi hal 

penghambatnya adalah sebagai berikut: 

                                                           
4
 https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-

tahun-2019-ke-2022 diakses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 20.00 WIB 
5
 https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/01/11/160758/pengguna-narkoba-di-

lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk Diakses pada tanggal 11 September 2022 

Pukul 20.05 WIB 
6
 Indonesia Drugs Report 2022, diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Pukul 19.35 

https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf  

https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022
https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022
https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/01/11/160758/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk
https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/01/11/160758/pengguna-narkoba-di-lampung-naik-bnn-deklarasikan-zona-integritas-wbk
https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf
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1. Problematika dalam peraturan tentang pelaku tindak pidana narkotika 

Terdapatnya kendala dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap 

penyalahguna dan pecandu narkotika yang sedang menjalani proses hukum 

dari segi peraturan, salah satunya mengenai pengklasifikasian pelaku tindak 

pidana narkotika, pada saat ini syarat-syarat mengenai seseorang 

penyalahguna maupun pecandu yang sedang menjalani proses hukum hanya 

terbatas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Penempatan Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika, dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang hanya 

memuat syarat-syarat umum yang belum spesifikan mengenai 

pengkalsifikasian seseorang dapat dikatakan pecandu, penyalahguna, maupun 

pengedar 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum 

cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, atupun korban 

penyalahgunaan narkotika. Total dari seluruh lembaga rehabilitasi milik 

pemerintah baik yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan yang 

berada di Lembaga Permasyarakatan hanya dapat menampung sekitar 30.000-

40.000 orang saja per tahunnya. Dalam mengatasi hambatan tersebut 

pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan 

memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum di Lembaga 

Permasyarakatan untuk melakukan tindakan rehabilitasi. 

3. Pembiayaan 

Rehabilitasi sendiri terdapat dua bentuk yaitu dengan melaui rawat inap dan 

rawat jalan, dalam menentukan apakah seorang penyalahguna, pecandu, atau 

korban penyalahgunaan narkotika untuk rawat jalan atau rawat inap. Untuk 

rehabilitasi dengan rawat inap membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi 

yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kemudian karena tingginya 

angka penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika di 

Indonesia anggaran Badan Narkotika Nasional belum dapat memenuhi untuk 

merehabilitasi seluruh penyalaguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan 

narkotika di Indonesia baik yang sedang menjalani proses hukum maupun 

yang tidak sedang menjalani proses hukum.
7
 

 

Berdasarkan data yang terkait dengan jumlah narapidana yang menghuni lembaga 

pemasyarakatan (lapas) di Indonesia tercatat per hari ini ada sebanyak 228.516 

narapidana yang sedang menjalani masa tahanan atau pembinaan di lapas di 

                                                           
7
 Naufal Nabawi Basworo, "Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap 

Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional", Jurnal Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Volume 9. No 3, hlm 215-218. Diakses pada tanggal 12 September 2022 Pukul 20.00 

WIB https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47412/29644  

https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47412/29644
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seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persennya merupakan 

narapidana kasus narkotika yaitu sebanyak 115.716. Ironisnya sebab dari angka 

115.716 narapidana kasus narkotika itu, sebagian besarnya bukan lah seorang 

pengedar atau bandar. Melainkan hanya pengguna yang merupakan korban tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang seharusnya tidak perlu dipenjara tetapi 

direhabilitasi.
8
 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui adanya peningkatan dalam kasus 

narkotika dimana jumlah dari banyaknya narapidana atau tahanan kasus narkotika 

adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang 

sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika 

tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah 

yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah 

Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkotika ke 

dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA 

Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau 

acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. 

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan 

narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut 

dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 

                                                           
8
 https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/jaksa-agung-mayoritas-narapidana-

penyalahgunaan-narkotika-di-lapas-bukan-bandar-atau-pengedar?page=all Diakses pada tanggal 7 

Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB 

https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/jaksa-agung-mayoritas-narapidana-penyalahgunaan-narkotika-di-lapas-bukan-bandar-atau-pengedar?page=all
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/jaksa-agung-mayoritas-narapidana-penyalahgunaan-narkotika-di-lapas-bukan-bandar-atau-pengedar?page=all
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Korban lPenyalahgunaan lNarkotika lKe lDalam lLembaga lRehabilitasi lyang 

ldikeluarkan loleh lPemahaman ldan lkesepakatan ldari lpemerintah ldan laparat lpenegak 

lhukum lini lkemudian ldiwujudkan lmelalui lPeraturan lBersama lKetua lMahkamah 

lAgung lRepublik lIndonesia, lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi lManusia lRepublik 

lIndonesia, lMenteri lKesehatan lRepublik lIndonesia, lMenteri lSosial lRepublik 

lIndonesia, lJaksa lAgung lRepublik lIndonesia, lKepala lKepolisian lRepublik 

lIndonesia, lKepala lBadan lNarkotika lNasional lRepublik lIndonesia. lNomor l: 

l01/PB/MA/III/2014, lNomor l03 lTahun l2014, lNomor l11/Tahun l2014, lNomor l: 

lPER-005/A/JA/03/2014, lNomor l: l1 lTahun l2014, lNomor l: 

lPERBER/01/III/2014/BNN lTentang lPenanganan lPecandu lNarkotika ldan lKorban 

lPenyalahgunaan lNarkotika lke ldalam lLembaga lRehabilitasi, lyang luntuk 

lpenyebutan lselanjutnya ldisingkat lPeraturan lBersama. 

Adanya lsuatu lpendekatan lyang llebih lmenitik lberatkan lpada lupaya lpenyelesaian 

ltindak lpidana ldiluar lpengadilan latau lyang lsering ldisebut lsebagai lDiversi. 

lPenerapan lDiversi lini lhanya ldiberlakukan ldalam lproses lpenyelesaian ltindak 

lpidana lringan, lperkara lanak lyang lberhadapan ldengan lhukum, ldan lperkara 

lnarkotika. lDiversi lmerupakan lsalah lsatu lalternatif lyang lsesuai ldengan lberbagai 

lkonvensi lhukum linternasional. lDiversi lpada lhakikatnya ljuga lmempunyai ltujuan 

lagar lanak lterhindar ldan ldampak lnegatif lpenerapan lpidana. lDiversi ljuga 

lmempunyai lesensi ltetap lmenjamin lanak ltumbuh ldan lberkembang lbaik lsecara lfisik 

lmaupun lmental. lDitinjau lsecara lteoritis ldari lkonsep ltujuan lpemidanaan, lmaka 

lpengalihan lproses ldan lproses lyustisial lmenuju lproses lnon lyustisial lterhadap lanak 

lyang lmelakukan lpenyalahgunaan lnarkotika lakan lterlihat lrelevansinya. lSecara 
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lumum ltujuan lpemidanaan lpada lhakikatnya lterdiri ldan lupaya luntuk lmelindungi 

lmasyarakat ldi lsatu lsisi ldan lmelindungi lindividu l(pelaku) ldi lsisi lyang llain. 

Pengaturan lDiversi litu lsendiri ldiatur ldalam lPasal l1 langka l7 lUndang-Undang 

lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lSistem lPeradilan lPidana lAnak, lmaka lkhusus luntuk 

lperkara lAnak ldikenal lmekanisme luntuk lmengalihkan lpenyelesaian lperkara ldari 

lproses lperadilan lpidana lke lproses ldi lluar lperadilan lpidana, lyang ldinamakan 

ldengan lDiversi. lDalam lhal lini lyang ldisebut ldengan lfrasa l“perkara lanak” ladalah 

lperkara ltentang lperbuatan lyang ldilarang ldan ldiancam ldengan lpidana, lbarang lsiapa 

lmelanggar llarangan ltersebut. lDiversi lbertujuan luntuk lmengalihkan lpelaku 

lpenyalahgunaan lnarkotika ldari lproses lperadilan lkepada lproses lsosial. lPergantian 

lini ldapat ldilakukan ldengan lberbagai lpertimbangan ldari lperadilan luntuk lmembina 

lanak ltersebut lyang ldipercayakan lkepada lorang ltua, lDinas lSosial, lmaupun 

lpemerintah. l 

Pada ltingkat lpenyelidikan lsudah ldapat ldilakukan ldiversi lmenurut lPasal l1 langka l5 

lKitab lUndang-Undang lHukum lAcara lPidana lselanjutnya lakan ldibaca l(KUHAP) 

lyang ldimaksud ldengan lpenyelidikan ladalah lserangkaian ltindakan lpenyelidik 

luntuk lmencari ldan lmenemukan lsuatu lperistiwa lyang ldiduga lsebagai ltindak lpidana 

lguna lmenentukan ldapat latau ltidaknya ldilakukan lpenyidikan lmenurut lcara lyang 

ldiatur ldalam lUndang-Undang lNomor l8 lTahun l1981 ltentang lKUHAP. 

lPenyelidikan lmenurut lfungsi lteknis lsalah lsatu lkegiatan lpenyidikan lyang lbersifat 

lteknis ldan ldapat lbersifat ltertutup lserta lbelum lmenyentuh ldi lbidang lKUHAP. 

lDengan lmemperhatikan lapa lyang ldimaksud ldengan lpenyelidikan lmenurut lPasal l1 

langka l5 lKUHAP ldan lPedoman lPelaksanaan lKUHAP ldi latas, ldapat ldiketahui 

lbahwa lpada ltingkat lpenyelidikan lbelum lmungkin latau lbelum ldapat ldiupayakan 
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ldiversi, lkarena lpada ltingkat lpenyelidikan lbaru ldiupayakan lkegiatan lyang lberupaya 

lmencari ldan lmenemukan lperistiwa lyang ldiduga lmerupakan ltindak lpidana ldan 

lbelum lsampai lmenemukan lsiapa lyang ldiduga lmelakukan ltindak lpidana ltersebut.
9
 

Pasal l4 lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika lmenyebutkan, 

ldimana lpenempatan lpecandu ldan lkorban lpenyalahgunaan lnarkotika lke ldalam 

llembaga lrehabilitasi. lPeranan laparat lpenegak lhukum lmaupun llembaga lyang 

lberwenang ldalam lmenangani lKasus lTindak lPidana lNarkotika lmenjadi lsangat 

lpenting ldengan lditerapkannya lDiversi lkhususnya lbagi lpelaku ldan lkorban 

lpenyalahgunaan lnarkotika litu lsendiri lkarena ldari lperanan lmereka lbisa 

lmencinptakan lsuatu lrekomendasi lsehingga ldapat lmenjadi lpertimbangan lhakim. 

lPada ldasarnya lpemberian lrehabilitasi lbagi lpecandu ldan lkorban lpenyalahgunaan 

lnarkotika litu lsendiri lharus lmelalui lputusan lhakim lterlebih ldahulu. 

Hakim ldapat lmempertimbangkan ljenis lpidana lapa lyang lpaling lsesuai luntuk lkasus 

ltertentu ldengan lmengetahui lefek ldari lberbagai lsanksi lpidana. lUntuk lpemidanaan 

lyang lsesuai, lmasih lperlu ldiketahui llebih lbanyak lmengenai lpembuat. lIni 

lmemerlukan linformasi lyang lcukup ltidak lhanya ltentang lpribadi lpembuat, ltetapi 

ljuga ltentang lkeadaan-keadaan lyang lmenyertai lperbuatan lyang ldituduhkan. 

lDigunakannya lpidana lsebagai lsarana luntuk lmempengaruhi ltindak llaku lseseorang 

ltidak lakan lbegitu lsaja lberhasil, lapabila lsama lsekali ltidak ldiketahui ltentang lorang 

lyang lmenjadi lobjeknya. lHal lyang lpaling ldiinginkan ldari lpidana ltersebut ladalah 

lmencegah lsi lpembuat luntuk lmengulangi lperbuatannya.
10

 

                                                           
9
 R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm. 47. 

10
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86. 
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Hal lyang lmenarik ldalam lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang 

lNarkotika ladalah lkewenangan lhakim luntuk lmenjatuhkan lvonis lbagi lseseorang 

lyang lterbukti lsebagai lpecandu lnarkotika luntuk ldilakukannya lrehabilitasi. lSecara 

ltersirat, lkewenangan lini, lmengakui lbahwa lpecandu lnarkotika, lselain lsebagai 

lpelaku ltindak lpidana ljuga lsekaligus lkorban ldari lkejahatan litu lsendiri lyang ldalam 

lsudut lviktimologi l(“victim” l= lkorban ldan l“logis/logos l= lilmu lpengetahuan) lkerap 

ldisebut ldengan lself lvictimization latau lvictimless lcrime. lUraian ldalam lpasalnya 

lmenitik lberatkan lpada lkekuasaan lhakim ldalam lmemutus lperkara lnarkotika. 

lSayangnya lrumusan ltersebut ltidak lefektif ldalam lkenyataannya. lPeradilan lterhadap 

lpecandu lnarkotika lsebagian lbesar lberakhir ldengan lvonis lpemenjaraan ldan lbukan 

lvonis lrehabilitasi lsebagaimana lyang ltermaktub ldalam lundang-undang ltersebut 

lwalaupun ltelah ltebukti lbaik lkorban lanak latau lkorban ldewasa lmerupakan lpengguna 

lnarkotika lsekali lpakai lbukan lpengguna lyang lmenyimpan lnarkotika luntuk ldipakai 

ldi lkemudian lhari. l 

Berdasarkan lpemaparan lpada llatar lbelakang ldiatas, lpenulis ltertarik luntuk lmeneliti 

llebih ldalam llagi lmengenai lpenerapan ldiversi, lmelalui lpenelitian lyang lberjudul: 

l“Urgensi lDiversi lBagi lPelaku lAnak lPenyalahgunaan lNarkotika lDalam lUpaya 

lPemberian lRehabilitasi lOleh lHakim” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

 



11 
 

1. Bagaimanakah urgensi diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika 

dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim?  

2. Apakah faktor penghambat penerapan diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim? 

2. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini hanya mencakup 

pada urgensi diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya 

pemberian rehabilitasi oleh hakim, serta faktor penghambat penerapan urgensi 

diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian 

rehabilitasi oleh hakim. Tempat penelitian penulisan skripsi ini yaitu di 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung dan waktu 

penelitian pada Tahun 2022.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui urgensi diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan 

narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya tentang urgensi diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

aparat penegak hukum dalam melaksakanan urgensi diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh 

peneliti.
11

 

a. Teori Diversi 

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara 

tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari 

pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada 

kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125. 
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stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak 

didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya 

pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses 

formal untuk diselesaikan secara musyawarah.
12

 

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran 

hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan 

antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan 

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh 

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat 

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 

discretion atau “diskresi”.
13

 

Diversi sebagai usaha mengajak masyarkat untuk taat dan menegakan hukum 

negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas 

utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur 

non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi 

tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadailan sama sekali, akan tetapi 

berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang 

mentaati hukum.  

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali 

saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan 

kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak 

membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. 
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Pelaksanaan diversi bertujan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara 

benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. 

b. Tahap Penegakan Hukum Pidana 

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat 

terwujud melalui salah satu tahap yaitu tahap penegakaan aplikasi. Tahap Aplikasi, 

yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh 

aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat 

penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan 

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan 

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai 

keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Tahap ini 

merupakan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum 

pidana.
14

 

c. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual 

didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi 

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah 
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keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan 

pidana.
15

 

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang- 

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif 

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 

dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah 

kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas 

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga 

dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum. 
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4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya 

semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk 

melaksanakan penegakan hukum secara baik. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.
16

 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep–konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif 

atau empiris merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin diteliti atau diketahui.
17 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Urgensi adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang 

terutama atau unsur yang penting.
18

 

2. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan 

pidana. 

3. Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan, yang  turut serta melakukan, dan mereka yang 

sengaja menganjurkan orang lain  supaya melakukan perbuatan. 

4. Penyalahguna narkotika adalah tindakan seseorang menggunakan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum.
19

 

5. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu 

tujuan 

6. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, 

baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat 

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyaraka
20

 

7. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

                                                           
18

 Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif 

Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 89. 
19

 Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
20
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peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada 

dalam lingkungan peradilan tersebut.
21

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai pendekatan diversi, tinjauan umum 

narkotika, dan tinjauan umum rehabilitasi. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan 

Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV. PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan 

yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini 

akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu : bagaimanakah 

penegakan hukum urgensi diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan 
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narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim dan faktor-faktor 

penghambat penegakan hukum urgensi diversi bagi pelaku anak 

penyalahgunaan narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan  dan saran penulis. 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil 

penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Diversi 

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga 

melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian 

damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang 

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat.
22

 Diversi (pengalihan) pada kasus-

kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang 

menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam Beijing 

Rules akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan 

reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program 

diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan 

memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi 

lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan 

pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi 

pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus 

mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan 
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setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami 

kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.
23

 

Ide diversi dicanangkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (United 

Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile 

Justice/SMRJJ) atau The Beijing Rules melalui Adobted by General Assembly 

resolution 40/33 of 29 November 1985, dimana diversi (Diversion) tercantum 

dalam rule 11.1, rule 11.2 dan rule 17.4. Berdasarkan hasil United Nations 

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing 

Rules), Diversi (Diversion), adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak 

hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau 

menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal 

antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan 

pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentukbentuk 

kegiatan pelayanan sosial lainnya.
24

 Penerapan diversi dapat dilakukan dalam 

semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak 

negarif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. 

Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Pelaksanaan 

diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak 

hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan 

penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih 

mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan 
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pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan 

pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan 

pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak 

dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut 

seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang 

dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak 

Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi 

merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem 

peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan 

rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk 

mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.
25

 

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat 

pengertian mengenai diversi
26

, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari 

penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam 

bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain 

dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan 

dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur 

peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di 

atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik 

dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan 

melalui jalur diversi. 
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Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa 

ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok 

keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik 

lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Diversi merupakan 

wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau 

menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuaidengan kebijakan yang 

dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus 

tersebut diteruskan atau dihentikan.
27

 

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihkan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak disebutkan: Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya 

semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat 

dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati 

yang tidak berdasarkan pembalasan. 

Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang 

baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan 

pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non 
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yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat 

relevansinya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tidak hanya 

ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut 

umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi diberlakukan 

terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah 

kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan 

tindak pidana.  

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak 

 

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap 

aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam 

melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  
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Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut: 

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak 

dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 

Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 

a. kepentingan korban; 

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 

c. penghindaran stigma negatif; 

d. penghindaran pembalasan; 

e. keharmonisan masyarakat; dan 

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, menentukan sebagai berikut: 

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 

mempertimbangkan: 

a. kategori tindak pidana; 

b. umur anak; 

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali 

untuk: 

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; 

b. tindak pidana ringan; 

c. tindak pidana tanpa korban; atau 

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat. 
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Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang 

menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah 

pengaturan secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari 

dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari 

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak 

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 

 

B. Pengertian Anak 

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas 

sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa 

yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari 

perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara 

umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai 

suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara 
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seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan 

maupun diluar perkawinan.
28

 

Anak secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan pula sebagai manusia yang masih kecil. Secara yuridis berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, anak dikualifikasikan pengertiannya menjadi beberapa 

pengelompokan, yaitu: 

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 

saksi tindak pidana. 

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

 

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 butir (3) 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak, pengertian 

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
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yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengertian delinkuensi atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma 

hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok mayarakat atau 

negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial atau 

melawan hukum. 

 

C. Teori Pemidanaan 

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan 

integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan 

mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan 

pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians 

yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi 

bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan 

bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan 

dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. 

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai 

berikut:
29

 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang 
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pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh 

Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu 

tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena 

keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya. 

b. Teori Tujuan 

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan 

untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah 

maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan 

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia 

tempat yang lebih baik. Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat 

untuk menegakan tata tertib (hukum). Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 

macam yaitu 

1) Pencegahan umum (general preventie). 

2) Pencegahan khusus (speciale preventie): 

 

c. Teori Gabungan 

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, 

tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk 

melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan 

beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, teori 

gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu: 

1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya 

yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya 

“Hand boekvan het Ned Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi 

yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan 

dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika 



30 
 

menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan 

umum. 

2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. 

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi 

kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Tinjauan Umum Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang 

berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani 

yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa.
30

 Pengertian 

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah : 

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis 

maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”
31

 

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan 

oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain, 

dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Narkotika adalah sebagai 

berikut : 
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a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 

 

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, 

opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, 

tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, 

damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, 

baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang 

dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri 

kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan 

akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-

sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan 

kokaina, atau bahan- bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri 

kesehatan sebagai narkotika. 

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika
32

 

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. 

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, 

tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba 

dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta 
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tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk 

menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya). 

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam 

penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor 

lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut: 

1. Faktor Diri 

a. Keinginantahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir 

panjang tentang akibatnya di kemudian hari. 

b. Keinginan untuk mencoba – coba karena penasaran. 

c. Keinginan untuk bersenang – senang. 

d. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau 

lingkungan tertentu. 

e. Warkaholicagar  terus beraktivitas maka menggunakan stimulant 

(perangsa). 

f. Lari dari masalah, kebosanan. 

g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar. 

h. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang 

ke arah penyalahgunaan narkotika. 

i. Karena ingin hibur diri dan menikmatri hidup sepuas – puasnya. 

j. Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan 

menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan. 

k. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam 

lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan. 

l. Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

m. Ketidak tahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika. 

n. Pengertian yang salah bahwa narkotika sekali - kali tidak akan 

menimbulkan masalah. 

o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau 

kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika. 

p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika. 
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2. Faktor Lingkungan 

a. Keluarga bermasalah (broken home). 

b. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau 

penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkotika. 

c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau 

bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap 

narkotika. 

d. Sering berkunjung ke tempat hiburan. 

e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. 

f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis. 

g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, 

keterbukaan, perhatian, dan saling menghargau di antara anggotanya. 

h. Orang tua/ keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa 

pengawasan. 

i. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian. 

j. Kehidupaan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, 

tidak ada hubungan primer, ketidak acuhan, hilangnya pengawasan sosial 

dari masyarakat. 

k. Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran. 

 

3. Faktor Ketersediaan Narkotika 

a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli. 

b. Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat. 

c. Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan 

bentuk kemasan. 

d. Model operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap aparat 

hukum. 

e. Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap. 

f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa 

membantu bisnis perdagangan gelap narkotika. 

g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan 

narkotika. 

h. Bisnis narkotika yang menjajikan keuntungan besar. 

i. Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan 

profesional. Bahan dasar narkotika (prekusor) beredar di masyarakat. 
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3. Tindak Pidana Narkotika 

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 

148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, 

walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa 

tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak 

perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang 

tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk 

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar 

kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat 

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah 

sangat membahayakan bagi jiwa manusia.
33

 

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sebagai pengguna 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 

tahun dan paling lama 15 tahun. 

b. Sebagai pengedar 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 

paling lama 15 tahun dan pidana denda. 

c. Sebagai produsen 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur 

hidup/mati + denda. 
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4. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika 

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan 

Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), 

Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor 

Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir 

secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang 

berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut : 

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 

I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) beratnya melibihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 

5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 

gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: 

(1) Setiap Penyalahguna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55 dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

 

E. Tinjauan Umum Rehabilitasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada 

kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) dan perbaikan individu, pasien rumah 

sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki 

tempat dalam masyarakat. rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan 

kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan 

dari suatu penyakit.
34

 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 
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rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis 

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial 

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan masyarakat. 

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan narkotika” 

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, 

diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakann narkotika. 

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan 

bahwa: 

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Proses lrehabilitasi lterhadap lpengguna lnarkotika lmelalui lbeberapa ltahap lyaitu: 

a. Tahap lTransisi 

Pada ltahap lini lpengguna lnarkotika lakan lditeliti lakibat lfisik ldari lpenggunaan 

lnarkotika. lSejauh lmana ltingkat lkerusakan lsyaraf, ldan lorgan-organ ltubuhnya 

lyang lrusak. lUntuk litu ldiadakan lpeneriksaan llaboratorium llengkap ldengan ltes 

lpenunjang luntuk lmendeteksi lpenyakit lyang ldiderita lkorban, ljka lditemukan 

lbeberapa lpenyakit lmaka lterlebih ldahulu ldilakukan lpengobatan lmedis lsebelum 

lke lpengobatan lselanjutnya. 

b. Rehabilitasi lIntensif 

Pada ltahap lini ladalah lproses lpenyembuhan lsecara lpsikis, lyang lterlibat ldalam 

ltahap lini ladalah lkorban litu lsendiri. lDia lharus lmempunyai ltekad lyang lkuat 

luntuk lhidup ltanpa lnarkoba. lStaf ldi lpanti lrehabilitasi, lpara lkonselor, lpara 

lpsikolog ldan lsemua lpihak ldi lpanti lrehabilitasi luntuk lbersama-sama 

lmembangun lkepercayaan ldiri lkorban, lbeberapa lterapi ldi llakukan ldi ltahap lini 

lbaik lsecara lpribadi lmaupun lsama-sama, lyang lmemakan lwaktu lberbulan-bulan 

lbahkan lsampai lbertahun-tahun ltergantung ltingkatnya lketergantungan ldan lefek 

lbagi lkorban. 

c. Tahap lRekonsiliasi 

Pada ltahap lini lpara lkorban ltidak llangsung lberinteraksi lsecara lbebas ldalam 

lmasyarakat, lakan ltetapi lterlebih ldahulu lditampung ldi lsebuah llingkungan 

lkhusus lselama lbeberapa lwaktu lsampai lpasien lbenar-benar lsiap lsecara lmental 

ldan lrohani lkembali lke llingkungannya lsemula. lSampai lpada ltahap lini lyang 

lbersangkutan lmasih lterikat ldengan lrehabilitasi lfomal, lnamun lsudah 

lmembiasakan ldiri ldengan llingkungan lluar, lsehingga lmerupakan lproses 

lresosialisasi latau lpenyesuaian. 

d. Pemeliharaan lLanjut 

Pada ltahap lini lwalaupun lkeadaan lfisik lsudah ldinyatakan lsehat ldan lsecara 

lpsikis lpun lsudah lpulih, lnamun lmasih lada lkemungkinan lmereka lakan 

ltergelincir lkembali, lkarena litu lsetiap lkali lkorban lyang lmemasuki ltahap lini 

ldipersiapkan lsungguh lagar ldapat lmengatasi lsituasi lrawan lini.
35

 

 

Proses lrehabilitasi lbagi lpengguna lnarkotika, lberhasil latau ltidaknya lrehabilitasi 

ltersebut lsemua lkembali lterhadap lsi lpengguna ltersebut lkarena lsemua lproses 

lrehabilitasi ltersebut lakan lberhasil ljika lsi lpengguna lmempunyai lkeinginan luntuk 

lsegera lsembuh ldan lsegera lmeninggalkan lkebiasan lburuk lbaik ldari llingkungan 

ldimana lsi lpengguna ltinggal lmaupun lkomunitas ldalam lkehidupan lkehidupan 
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lsehari-hari lsi lpengguna, lbiasanya lsi lpengguna ldi lrehabilitasi lselama l6 l(enam) 

lbulan. lRehabilitasi lsebagai lupaya lmelindungi lkorban lpengguna lnarkotika, 

lberupaya luntuk lmelindungi lpengguna ldari lketergantungan lnarkotika lserta 

lmelindungi ljiwa ldan lpsikis lkorban. lRehabilitasi lkorban lpenyalahgunaan lnarkotika 

ldalam lhal lini lpengguna lmerupakan lkomitmen lbersama lagar lpenggguna ltidak 

lmelakukan lperbuatan lyang lserupa lataupun lmengalami lketergantungan lnarkotika 

lyang lberdampak llebih lberat lhingga lmenyebabkan lkerusakan lfungsi lorgan-organ 

ltubuh lyang ltidak ldapat lbekerja lmaksimal, lbahkan lhingga lmengalami lkematian 

lakibat loverdosis. 

Tindakan lrehabilitasi lini lmerupakan lpenanggulangan lyang lbersifat lrepresif lyaitu 

lpenanggulangan lyang ldilakukan lsetelah lterjadinya ltindak lpidana, ldalam lhal lini 

lnarkotika, lyang lberupa lpembinaan latau lpwngobatan lterhadap lpara lpengguna 

lnarkotika. lDengan lupaya-upaya lpembinaan latau lpengobatan ltersebut ldiharapkan 

lnantinya lkorban lpenyalahgunaan lnarkotika ldapat lkembali lnormal ldan lberperilaku 

lbaik ldalam lkehidupan lbermasyarakat.
36
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan lMasalah 

Pendekatan lmasalah lyang lakan ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lpendekatan 

lyuridis lnormatif ldan lyuridis lempiris: 

1. lPendekatan lYuridis lNormatif 

Pendekatan lYuridis lNormatif ladalah lpendekatan lyang ldilakukan ldengan lcara 

lmenelaah lkaidah-kaidah latau lnorma-norma, laturan-aturan lyang lberhubungan 

ldengan lmasalah lyang lakan ldibahas.
37

 lPendekatan ltersebut ldimaksudkan luntuk 

lmengumpulkan lberbagai lmacam lperaturan lperundang-undangan, lteori-teori ldan 

lliteratur-literatur lyang lerat lhubungannya ldengan lpermasalahan lyang lakan ldibahas. 

2. lPendekatan lYuridis lEmpiris 

Pendekatan lEmpiris ladalah lPendekatan ldengan lmeneliti ldan lmengumpulkan ldata 

lprimer lyang ldiperoleh lsecara llangsung ldari lobyek lpenelitian lmelalui lwawancara 

ldengan lresponden ldan lnarasumber lyang lberhubungan ldengan lpenelitian.
38
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B. Sumber ldan lJenis lData 

Sumber ldata lyang ldigunakan ldalam lpenulisan lskripsi lini ladalah lData lPrimer ldan 

lData lSekunder. 

1. Data lPrimer 

Data lprimer lmerupakan ldata lyang ldiperoleh lsecara llangsung ldari lsumber lutama. 

lData lPrimer, lyaitu ldata lyang ldiperoleh llangsung ldari lHakim lyang lmemutuskan 

lperkara lserta lpenelitian ldi llapangan lyaitu ldata ldari lPengadilan lNegeri lTanjung 

lKarang lKelas lIA. 

2. Data lSekunder 

Data lsekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari lstudi lkepustakaan lyang lterdiri ldari 

lbahan lhukum lprimer, lbahan lhukum lsekunder ldan lbahan lhukum ltersier. 

a. Bahan lHukum lPrimer lmerupakan lbahan lhukum lyang lbersifat lmengikat lyang 

lterdiri ldari: 

1) Undang-Undang lNomor l1 lTahun l1946 lJo. lUndang-Undang lNomor l73 

lTahun l1958 ltentang lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana. 

2) Undang-Undang lNomor l8 lTahun l1981 ltentang lKitab lUndang-Undang 

lHukum lAcara lPidana. 

3) Undang-Undang lNomor l23 lTahun l2002 ltentang lPerlindungan lAnak. 

4) Undang-undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika. 

5) Undang-undang lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lSistem lPeradilan lPidana 

lAnak. 
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b. Bahan lHukum lsekunder, ladalah lbahan lhukum lyang lmendukung lbahan lhukum 

lprimer lyaitu lproduk lhukum lseperti lSurat lEdaran lMahkamah lAgung lNomor l4 

lTahun l2010 ltentang lPenempatan lPenyalahgunaan, lKorban lPenyalahgunaan 

lDan lPecandu lNarkotika lKe lDalam lLembaga lRehabilitas lMedis lDan 

lRehabilitas lSosial, lSurat lEdaran lNomor l3 lTahun l2011 ltentang lPenempatan 

lKorban lPenyalahgunaan lNarkotika lDi lDalam lLembaga lRehabilitasi lMedis 

ldan lRehabilitasi lSosial, lPeraturan lMahkamah lAgung lRepublik lIndonesia 

lNomor l4 lTahun l2014 ltentang lPedoman lPelaksanaan lDiversi lDalam lSistem 

lPeradilan lPidana lAnak, lPeraturan lPemerintah lRepublik lIndonesia lNomor l65 

lTahun l2015 ltentang lPedoman lPelaksanaan lDiversi ldan lPenanganan lAnak 

lYang lBelum lBerumur l12 l(Dua lBelas) lTahun, ldan lPeraturan lBersama lKetua 

lMahkamah lAgung lRepublik lIndonesia, lMenteri lHukum ldan lHak lAsasi 

lManusia lRepublik lIndonesia, lMenteri lKesehatan lRepublik lIndonesia, lMenteri 

lSosial lRepublik lIndonesia, lJaksa lAgung lRepublik lIndonesia, lKepala 

lKepolisian lRepublik lIndonesia, lKepala lBadan lNarkotika lNasional lRepublik 

lIndonesia. lNomor l: l01/PB/MA/III/2014, lNomor l03 lTahun l2014, lNomor 

l11/Tahun l2014, lNomor l: lPER-005/A/JA/03/2014, lNomor l: l1 lTahun l2014, 

lNomor l: lPERBER/01/III/2014/BNN lTentang lPenanganan lPecandu lNarkotika 

ldan lKorban lPenyalahgunaan lNarkotika lke ldalam lLembaga lRehabilitasi. 

c. Bahan lhukum ltersier, ladalah lbahan lhukum lyang lmemberi lpetunjuk ldan 

lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lbahan lhukum lsekunder, lseperti 

lberbagai lreferensi latau lliteratur lbuku-buku lhukum lserta ldokumen- ldokumen 

lyang lberhubungan ldengan lmasalah lpenelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA : 1 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung   : 1 orang 

                 + 

       Jumlah  : 2 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi 

dokumen, serta wawancara. 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yaitu prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, 

literatur-literatur, atau perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan 

permasalahan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah 

literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahn-

bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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b. Studi Lapangan (Field Research) 

Prosedur pengumpulan data primer secara langsung terhadap objek penelitian, 

untuk memperoleh data yang valid dalam bentuk data primer dilakukan dengan 

cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan 

secara langsung dengan narasumber. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul 

apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan 

permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang 

pokok bahasan untuk memudahkan dalam menganalisa data. 

c. Sitematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
39
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan urgensi diversi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam 

upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim masih jauh dari berjalan secara 

maksimal. Belum ada peraturan khusus bahwa diversi dapat diterapkan untuk 

pelaku dewasa karena hukum positif diversi hanya dapat diterapkan untuk 

pelaku anak sebagaimana diatur secara khusus penerapan diversi hanya 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Selain itu, untuk menjadikan formulasi terbaik dalam 

upaya urgensinya dari penerapan diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan 

narkotika supaya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan 

sosial yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang 

terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ 

pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial, dan 

tokoh masyarakat. 



90 
 

2. Faktor yang menghambat penerapan diversi bagi pelaku penyalahgunaan 

narkotika dalam upaya pemberian rehabilitasi oleh hakim yang menyebabkan 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar antara lain: 

a. Faktor Substansi Hukum: Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum 

dalam pelaksanaan diversi yang belum mempedomani syarat-syarat diversi 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta teknis pendukung 

pelaksanaan diversi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) 

Tahun. 

b. Faktor Penegak Hukum: Berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan 

terkesan menyamarkan informasi mengenai pelaku yang mengakibatkan 

hakim tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai informasi pelaku. 

c. Faktor Masyarakat: Hakim harus mempertimbangkan penelitian 

kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, 

apakah berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan disertakan 

penelitian kemasyakarakatan yang merekomendasikan upaya diversi atau 

tidak direkomendasikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Hakim wajib meningkatkan pendidikan dan selalu mengikuti seminar 

tentang perkembangan undang-undang yang baru serta perlunya 

pemahaman mengenai diversi disemua tingkatan peradilan maupun 

masyarakat dengan melalui penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat 

memahami penerapan diversi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. 

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di 

pengadilan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai 

pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi (menyelesaikan 

masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar 

masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) 

dalam menyelesaiakan suatu tindak pidana melakukan musyawarah 

terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. 
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